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Putusnya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum. Hak asuh anak adalah salah satu permasalahan
yang muncul akibat putusnya perkawinan, terutama dengan perceraian. Kekuasaan orang tua terhadap
anaknya berjalan terus, sekalipin perkawinan telah putus karena perceraian, namun dalam hal orang tua telah
berpisah, perlu ditentukan kepada siapa kuasa atas anak diberikan. Di Indonesia, mengenai hak asuh anak
hanya dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pengaturan ini tidak secararinci
menjelaskan mengenai ketentuan pemberian hak asuh anak pasca perceraian, secaragaris besar hanya beris
hak dan kewajiban orang tua untuk tetap memelihara anak bahkan setelah perkawinan putus. Sehingga tidak
dapat ditemukan peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai penetapan hak asuh atas anak
pasca perceraian. Hak asuh anak dapat dicabut dan dialihkan, mengenal hal ini terdapat alasan-alasan yang
harus dipenuhi, diantaranya apabila pemegang hak asuh melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Hak asuh anak
juga harus diselesaikan dalam hal salah satu pihak dalam perkawinan pergi dan tidak diketahui lagi
keberadaannya atau biasa disebut keadaan tidak hadir (Afwezigheid). Apabilakeadaan tidak hadir terjadi
pada saat perkawinan masih berlangsung, maka segala harta serta hak dan kewagjiban pengasuhan atas anak
secara otomatis beralih ke orang tualain yang hidup terlama. Tetapi dalam hal pemegang hak asuh yang
telah diputus setelah perceraian tidak hadir, maka peralihan hak asuh harus dilakukan demi terpenuhinya
hak-hak anak juga gunaterdapat wali atau wakil dalam hal anak dibawah umur melakukan perbuatan yang
menimbulkan akibat hukum.

...... The dissolution of a marriage has various legal consequences. Child custody is one of the problems that
arise as aresult of the dissolution of a marriage, especialy with divorce. The power of parents over their
children continues, even if the marriage has been broken up due to divorce, but in the event that the parents
have separated, it is necessary to determine to whom the power over the children is given. In Indonesia,
child custody can only be found in the provisions of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Law no. 23
of 2002 concerning Child Protection. However, this regulation does not explain in detail the provisions
regarding the provision of post-divorce child custody, in the outline, it only contains the rights and
obligations of parents to continue to care for children even after the marriage has broken up. So that no
regulations can be found that regulate clearly and in detail regarding the determination of custody of
children after divorce. Child custody can be revoked and transferred, regarding this, some reasons must be
met, including if the custody rights holder neglects his obligations as stipulated in Article 30 of the Child
Protection Act and Article 49 of the Marriage Law. Child custody must also be resolved if one of the parties
to the marriage leaves and his whereabouts are no longer known or commonly known as absence
(Afwezigheid). If the absence occurs while the marriageis still in progress, then all assets and rights, and
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obligations to care for the child will automatically be transferred to the other parent who has lived the
longest. But if the holder of custody who has been terminated after the divorce is absent, then the transfer of
custody must be carried out to fulfill the children's rights as well as to have a guardian or representative if a
minor commits an act that givesriseto legal consequences.



